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ABSTRAK 
 

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul “Analisis Yuridis 
Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor : 1218/Pdt.G/2013/Pa.Ngj. 
Tentang Pemberian Hak Asuh Anak Belum Mumayyiz Kepada Ayah.” Penelitian 
ini bertujuan menjawab pertanyaan: Bagaiamana dasar hukum dan pertimbangan 
hakim terhadap pemberian hak asuh anak belum mumayyiz kepada ayah dalam 
putusan putusan Nomor : 1218/Pdt.G/2013/Pa.Ngj.? Bagaimana analisis yuridis 
dalam putusan Nomor : 1218/Pdt.G/2013/Pa.Ngj.?. 

 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Data penelitiannya bersifat 
kualitatif, diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi  serta selanjutnya 
dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif. 

Hasil yang dapat diambil dari penelitian ini, bahwa pertimbangan dan dasar 
hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan perkara h}adh}a>nah pada kasus 
yang diangkat oleh penulis berdasarkan rasa keadilan dan sesuai dengan 
kepentingan si anak. Sedangkan dasar hukum yang digunakan oleh hakim adalah 
Pasal 41 (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang 
berbunyi: “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik 
anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.” Dan sebagaimana 
ketentuan pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sehingga 
hakim memberikan hak asuh ANAK1 kepada ayah dan ANAK2 kepada ibu, 
sebagaimana bukti T.6. 

Di dalam UU perkawinan No. 1 tahun 1974 pada pasal 45 ayat 1 dan 2 
yang menjelaskan tentang pengasuhan anak yang berbunyi; 1 kedua orang tua 
wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya.2 kewajiban orang tua yang 
dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat 
berdiri-sendirikewajibab itu berlaku terus antara kedua orang tua putus selain itu 
pasal 45 ayat (2) undang-undang perkawinan nomor. 1 tahun 1974 yang 
merupakan kesinambungan dari pasal 41 (a) UU No 1 tahun 1974 yang 
menerangkan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik 
anak-anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak bilamana ada 
perselihan mengenai pengusaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.  
Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran: Pertama, 
Walaupun telah terjadi perceraian antara suami isteri, anak harus mendapatkan 
perlindungan hak secara jasmani, rohani, maupun social dari orang tuanya, ini 
dilakukan agar kemaslahatan anak tetap terjaga dan kebutuhan anak tetap 
terpenuhi. 
 Kedua, Sebaiknya pemerintah lebih gencar lagi dalam mensosialisakan Undang-
Undang perkawinan, agar masyarakat umum mengetahui betapa pentingnya arti 
sebuah perkawinan sehingga mempersulit terjadinya perceraian, karena dari 
perceraian tersebut selain berakibat negatif terhadap kedua belah pihak juga 
dampak terhadap anak hasil perkawinannya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang masalah  

Manusia sebagai makhluk social tidak pernah lepas dengan manusia 

lain.manusia memiliki kepentingan berbeda antara satu dengan yang lain.dengan 

perbedaan kepentingan ini hubungan yang dibangun anatara manusia yang satu 

dengan manusia yang lain bisa mengaruh terbentuknya pertentangan, perselihan, 

sengketa,bahkan permusuhan .untuk menghindariterjadinya hal ini, diperlukan 

norma atau rambu-rambu kehidupan. Selain norma agama, norma etika, di kenal 

juga norma hokum yang sangat penting peranannya dalam mengatur perilaku 

manusia dalam hidup bermasyarakat.1 

Bentuk bangunan terkecil dari masyarakat adalah keluarga, yang 

merupakan sub sistem dari sistem sosial yang di dalamnya berlaku norma-norma 

etika, moral, agama, dan hukum. Ia berinteraksi dengan sub sistem-sub sistem 

lainnya yang mempengaruhi keluarga, sementara keluarga dapat terwujud jika 

ada sebuah pernikahan.Pernikahan adalah suatu peristiwa yang sangat sakral 

dalam perjalanan kehidupan uamat manusia. dikatakan sakral Karena dalam akad 

pernikahan yang dilangsungkan tersebut pihak suami mengucapkan akad nikah 

dimana dia dengan suka rela telah menyatakan qabul dari ucapan ijab walicalon 

isteri. Sebab dalam kompilasi hukum Islam pasal 2 disebutkan “perkawinan 

menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akadyang sangat kuat atau 

1 Muhammad nasir,Hukum Acara Perdata, (Jakarta:Djambatan,2003), cet.2, 1 

1  
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mitsaaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan 

ibadah’2 

Dalam Islam, pernikahanbukanlah semata-mata sebagai kontak biasa, 

tetapi mempunyai nilai ibadah al-qur’an sendiri menggambarkan tali perkawinan 

itu sebagai tali yang kokoh (mitsaqaan ghalizhan) untuk mentaati perintah Allah 

dan melakukannnya merupakan ibadah3 

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi petunjuh Allah 

dalam rangka membina kelurga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Selain itu 

juga untuk menghasilkan keturuanan.  

Namun tidaklah mudah dalam mewujudkan kedamaian dan keharmonisan 

melalui perkawinan bila terus dasari dengan nafsu amarah dan emosi yang 

berlebihan dapat menggoyahkan perkawinan dalam rumah tangga itu sebabnya 

tidak menutup kemugkinan perselisihan dan persengketaan yang terlalu lama 

tanpa adanya uapaya kedamain dan solusi untuk menyatukan maka perceraianlah 

yang menjadi ujung solusi baginya .meski perceraian merupakan satu-satunya 

sebagai pemisah antara mereka . setiap usaha untuk merusak hubungan 

perkawinan dan melemahkan adalah yang dibenci Islam , karena merupakan 

merusak sendi-sendi kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami 

isteri4 

2 Arloka Tth, Undang – Undang Perkawinan Di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam, 
(Surabaya: Arloka), 1. 
3Tim penulis, Relasi Suami Istri Dalam Islam, (Jakarta: Pusat Studi Wanita (Psw) Uin Syarif 
Hidayatullah Jakarta, 2004).1. 
4Al-Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Terjemah, (Bandung:Pt Alma’arif,1996), cet, ke-2,jilid 9,9. 
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 ابوا واهر ( الطلاق الله الى الحلال ابغض وسلم عليه الله اللهصلى رسول قال:  قال عمر ابن عن

 )جه ما ناب داودو

Artinya : Dari Ibnu Umar  ia berkata bahwa rasulullah SAW. Telah bersabda ; 
sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak 5 

Pertengakaran dan perselisihan terus-menerus dalam suatu rumah tangga 

tidaklah selalu digambarkan adanya pertengkaran secara fisik maupun melalui 

kata-kata yang tidak senonoh ataupun mengucapkan kata talak, baik secara shar 

ih (jelas) maupun khinayah (sindiran bermaksud mentalaq) tetapi juga dapat 

suatu pertengkaran itu berupanya acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan 

satu sama lain yang menunjukkan tidak harapan lagi kedunya akan hidup rukun 

kembali dalam rumah tangga. 

Dalam sebuah keluarga, suami wajib melindungi dan memberikan segala 

sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuanya dan istri 

wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, karena suami adalah kepala 

keluarga dan tugas istri adalah sebagai ibu rumah tangga dalam keluarga.6 

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan 

suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam 

masyarakat. Pembagian peran sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 31 

ayat 3 dan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan bahwa hak dan kedudukan laki-laki dan perempuan adalah seimbang. 

Pembagian tugas sebagaimana diatur secara jelas dalam undang-undang tersebut 

nampaknya memang mengekalkan apa yang selama ini dianut oleh sebagian 

5Al-Hafidz Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, (Beirut: Daar Al-Fiqri, 1994), jilid 2, 500 
6 Bambang Sugono, Hukum Dan Kebijaksanaan Publik, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 1 

 
 

                                                           



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 
 

besar masyarakat dan justru pembagian tugas inilah yang sedang mengalami 

proses pertimbangan dalam lingkup yang luas. Di zaman ini banyak suami yang 

tidak menjadi satu-satunya pencari nafkah melainkan istri juga ikut bekerja, 

sehingga mempunyai waktu lebih sedikit atau bahkan tidak punya waktu sama 

sekali untuk mengurus rumah tangga. Beragamnya kepentingan antar manusia 

dapat terpenuhi secara damai, tetapi juga menimbulkan konflik.7 

Konflik tak jarang berujung pada sebuah perceraian. Perkawinan yang 

diharapkan sakinah mawadah dan penuh rahmat ternyata harus kandas ditengah 

jalan karena seribu satu permasalahan yang timbul didalam keluarga. Perceraian 

merupakan obat terakhir untuk mengakhiri pertentangan dan pergolakan yang 

terjadi antara suami istri. Perceraian laksana karantina penyakit, maka keluarga 

yang dilanda pertengkaran dan percekcokan serta rasa benci antara suami istri 

harus mencapai jalan keluar yang layak untuk tidak melukai dan menyakiti kedua 

belah pihak. Dalam Undang - undang Perkawinan Tahun 1974 BAB VIII Pasal 38 

telah dijelaskan bahwa suatu perkawinan dapat putus karena: kematian, 

perceraian dan, keputusan Pengadilan. 

Dan dijelaskan pula tetantang perceraian yakni Pasal 39: 

a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, 

setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak. 

b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara 

suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.Tata 

7 Sp. Wasis, Pengantar Ilmu Hukum, (Malang: Umm Press, 2002), 7 
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cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan 

perundang-undangan tersendiri.8 

c. Perceraian merupakan perbuatan yang halal akan tetapi sangat 

dibenci oleh Allah.9 

Karena hal tersebut sama saja dengan usaha menyepelekan hubungan 

perkawinan dan melemahkannya, dan berusaha merusak kebaikan dan 

menghilangkan kemaslahatan antara suami istri.Akan tetapi suatu kenyataan 

pula, bahwa dalam pergaulan rumah tangga khususnya dalam hal menjalankan 

hak dan kewajiban sebagai suami istri sering timbul persengketaan sehingga 

mengakibatkan perselisihan/pertengkaran yang terus menerus diantara suami 

istri, yang hingga akhirnya kecocokan diantara suami istri menjadi hilang, dan 

menyebabkan keduanya atau salah satu pihak mengajukan perceraian.10 

Terjadinya perceraian ini membawa berbagai konsekuensi logis yang 

harus diterima masing-masing pihak, termasuk anak hasil perkawinan mereka 

sebagai pihak yang paling dirugikan. Salah satu hal penting yang mungkin 

kurang dipertimbangkan ketika terjadi perceraian adalah tanggung jawab 

pemeliharaan anak atau hak asuh anak. Pemeliharaan anak merupakan tanggung 

jawab kedua orang tua, baik ketika kedua orang tuanya masih hidup rukun dalam 

ikatan perkawinan maupun ketika mereka gagal karena terjadi perceraian. 

Pemeliharaan ini meliputi berbagai hal, diantaranya masalah ekonomi, 

8 Arloka Tth, Undang – Undang Perkawinan Di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam, 
(Surabaya: Arloka), 17. 
9 Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah 8, (Bandung: Pt Ma’arif, 1980), 8. 
10 Rizal purnomo, ‘’gugat rekonpensi dalam sengketa cerai gugat dan implikasinya terhadap hak 
hadhanah di pengadilan agama studi analisis perkara No. 078/pdt. G/2007/PA. Jakarta pusat’’ 
(Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah,2008) 
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pendidikan dan masalah-masalah lain yang menjadi kebutuhan pokok anak serta 

menjaga moralitas anak untuk tetap terjaga sesuai dengan batas-batas yang ada. 

Dalam konteks kehidupan modern yang ditandai dengan adanya 

globalisasi di semua aspek kehidupan manusia, istilah anak haruslah dipahami 

lebih luas dan menyeluruh agar orang tua tidak hanya memprioritaskan 

kewajibannya pada terpenuhi kebutuhan materiil anak saja, tetapi lebih dari itu 

kebutuhan mereka akan cinta dan kasih sayang, turut menjadi faktor penentu 

pembentuk kepribadian anak.Sehingga kualitas komunikasi antara anak dan 

orang tua mutlak perlu mendapatkan perhatian. Bila hal ini tidak terpenuhi, maka 

pada akhirnya anak akan mencari konpensasi di luar yang besar kemungkinan 

akan lebih mendatangkan pengaruh negatif dari pergaulan mereka. Dan kondisi 

anak memang rentan dengan segala kondisi termasuk pada persoalan social 

kehidupan yang masuk pada si anak tersebut. 

Dalam hal ini Islam pemeliharaan anak disebut ḥaḍānah Secara 

etimologis, ḥaḍhānah ini berarti di samping atau berada di bawah ketiak. 

Sedangkan secara terminologinya, ḥaḍhānah merawat dan mendidik seseorang 

yang belum mumayyiz atau yang kurang mampu kecerdasannya, karena mereka 

tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri.11 dalam firman Allah pada surat Al-

Baqarah ayat 233.12 

الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رزِْقُـهُنَّ   لِمَنْ أرَاَدَ أَنْ يتُِمَّ أوَْلادَهُنَّ حَوْلَينِْ كَامِلَينِْ  وَالْوَالِدَاتُ يُـرْضِعْنَ 

 دِهِ وَعَلَىوكَِسْوَتُـهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَـفْسٌ إِلا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَ 

11Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999), 415. 
12 Huzaemah Tahido Yanggo, Fikih Perempuan Kontemporer, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), 
149. 
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هُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أرََدْتمُْ   أَنْ الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فإَِنْ أرَاَدَا فِصَالا عَنْ تَـراَضٍ مِنـْ

تُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّـقُوا اللهََّ وَاعْ  لَمُوا أنََّ اللهََّ بمِاَ تَسْتـَرْضِعُوا أوَْلادكَُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَـيـْ

 ٢٣٣٠ٌتَـعْمَلُونَ بَصِير

Artinya : “para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 
tahun penuh, adalah bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan 
kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. 
Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah 
seorang ibu menderita kesengsaraan anaknya dan seorang ayah karena anaknya, 
dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduannya ingin menyapih 
(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduannya dan permusyawaratan, maka 
tidak ada dosa atas keduannya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh 
orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran 
menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa 
Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. 

 
Para ulama fiqih mendefinisikan ḥaḍhānah adalah pemeliharaan anak-

anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar 

tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, 

menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, 

rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul 

tanggung jawabnya.13 

Namun dalam hal ini yang perlu ditegaskan adalah bahwa terdapat 

perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan bersifat materiil dan tanggung 

jawab pemeliharaan yang bersifat pengasuhan. Tanggung jawab pemeliharaan 

yang besifat materiil dalam konsep Islam merupakan kewajiban ayah. Sedangkan 

tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat pengasuhan, dalam berbagai literatur 

fiqih, prioritas utama diberikan kepada ibu selama anak tersebut belum 

13Abd. Rahman Ghazaly, Fikih Munakahat, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), cet ke I, 176 
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mumayyiz. Apabila anak tersebut sudah mumayyiz, hendaklah diselidiki oleh 

yang berwajib (hakim) siapakah di antara kedua orang tuanya yang lebih baik dan 

lebih pandai untuk mendidik anak itu, selanjutnya sianak hendaklah diserahkan 

kepada yang lebih cakap untuk mengatur kemaslahatan itu. Akan tetapi kalau 

keduanya sama saja, anak itu harus disuruh memilih kepada siapa diantara 

keduanya yang lebih disukai oleh si anak.14 

Secara umum, sudah dapat diketahui bahwa bagi anak yang belum 

mumayyiz hak pengasuhannya diprioritaskan kepada ibu, tetapi bagaimanakah 

jika perceraian orang tuanya itu terjadi karena dasar putusan dan pertimbangan 

hakim terhadap pemberian hak asuh anak sebelum mumayyiz kepada ayah dalam 

putusan nomor 1218/PDT.G/2013/PA.Ngj. Artinya, putusan hakim dalam hal ini 

adalah putusan yang tidak sesuai dengan KHI pasal 105 point a bahwa anak yang 

masih belum mumayyiz masih ada di bawah pengasuhan ibunya. Bagaimana 

dasar dan pertimbangan hakim terhadap pemberian hak asuh anak sebelum 

mumayyiz kepada ayah dalam putusan nomor 1218/PDT.G/2013/PA.Ngj? 

Serta pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 

disebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan pancasila   dan 

berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta 

prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi: 

a. Non diskriminasi 

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak 

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan 

14Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, (Jakarta: Attahiriyah, 1976), 403. 
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d. Penghargaan terhadap pendapat anak. 

Sementara itu dalam KHI pasal 105 point a disebutkan bahwa : 

Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah 

hak ibunya. Jadi aturan di atas merupakan pegangan para hakim dalam 

memutuskan perkara ḥaḍānah, selain juga memakai rujukan lainnya. Karena itu 

bagaimanakah para hakim memutuskan perkara anak yang masih belum 

mumayyiz diberikan kepada si ayah berkaitan dengan status hak asuh anak 

kepada ibunya. 

Dari gambaran di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang hak asuh 

anak dalam perkara putusan Pengadilan Agama Nganjuk yang telah memutuskan 

perkara Nomor 1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj. Dalam perkara tersebut suami isteri 

mempunyai dua orang anak perempuan yang masing-masing berumur 10 tahun 

dan 4,5 tahun, kemudian sang isteri mengajukan cerai gugat dikarenakan sang 

suami sering berlaku kasar dan ingin menang sendiri (seluruh uang di kuasai 

sendiri), dan meminta hak asuh anak diserahkan kepada sang isteri semua. 

 

B. Identifikasi dan Batasan masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, menunjukkan 

bahwa terdapat beberapa identifikasi masalah dalam skripsi yang berjudul‚ 

Analisis yuridis putusan pengadilan agama nganjuk nomor: 1218/pdt. 

G/2013/pa.ngj. Tentang pemberian hak asuh anak sebelum mumayyiz kepada 
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ayah yaitu: Ketentuan putusan dan pertimbangan hakim dalam memberikan hak 

asuh anak kepada ayah 

a. Peraturan perundangan tentang hak asuh anak 

b. Dasar hukum dan syarat-syarat hak asuh anak 

c. Hak asuh anak jika belum mumayyiz 

d. Pertimbangan majlis hakim dalam menentukan hak asuh anak 

Analisis yuridis putusan pengadilan agama nganjuk nomor : 1218/pdt. 

G/2013/pa.ngj. Tentang pemberian hak asuh anak sebelum mumayyiz kepada 

ayah.” 

2. Batasan Masalah 

Dari beberapa masalah yang dapat diidentifikasi peneliti di atas dan 

banyaknya perkara yang ditemukan, maka agar tidak terjadi kesalahfahaman 

dalam pembahasan skripsi yang akan ditulis, maka peneliti membatasi terhadap 

permasalahan dari: 

a. Dasar hukum dan pertimbangan hakim terhadap pemberian hak asuh 

anak belum mumayyiz kepada ayah dalam putusan Nomor: 

1218/Pdt.G/Pa.Ngj? 

b. Analisis yuridis terhadap pemberian hak asuh anak yang belum 

mumayyiz kepada ayah dalam putusan Nomor: 1218/Pdt.G/Pa.Ngj? 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari gambaran di atas agar lebih terarah, peneliti merumuskan dengan 

bentuk-bentuk pertanyaan sebagai berikut: 
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1. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim terhadap pemberian hak 

asuh anak sebelum mumayyiz kepada ayah dalam putusan Nomor: 

1218/Pdt.G/2013/Pa.Ngj ? 

2. Bagaimana analisis yuridis dalam putusan nomor : 1218/pdt.g/2013/pa.ngj.? 

 

D.  Kajian Pustaka 

Kajian pustaka dalam penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan 

gambaran permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang 

mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan 

tidak ada pengulangan materi penelitian. Ada beberapa karya tulis yang 

berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, diantaranya adalah: 

Anik Wahyuni, dalam skripsinya yang berjudul Hak Ḥaḍānah Ayah 

Terhadap Anak yang Belum Mumayyiz Akibat Perceraian di Pengadilan Agama 

Jombang (Analisis Hukum Islam). Skripsi mahasiswa IAIN Sunan Ampel 

Surabaya – Syariah / AS tahun 2002 ini, menjelaskan bahwa Pengadilan Agama 

Jombang menerima dan memutuskan hak Hadanahayah terhadap anak yang 

belum mumayyiz dikarenakan ibunya telah merelakan hak ḥaḍānah-nya dan tidak 

keberatan anak diasuh oleh ayah, oleh karena itu hal tersebut dipandang bahwa 

ibu tidak berkehendak melaksanakan hak pemeliharaan anak hak ḥaḍānah, 

sehingga hakim berhak untuk memindahkan hak tersebut kepada ayah yang juga 
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mempunyai hak ḥaḍānah dan telah memenuhi persyaratan sebagai pemegang hak 

ḥaḍānah15. 

Dewi Masyitoh, dalam skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik No. 223/PDT.G/2007/PA.Gs 

Tentang Hak Asuh Anak. Skripsi mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya – 

Syariah / AS tahun 2007 ini, menjelaskan bahwa pertimbangan yang 

dikemukakan oleh hakim Pengadilan Agama Gresik yang memberikan hak asuh 

anak dalam usia 10 tahun kepada ayahnya adalah karena di khawatirkan secara 

fisik dan kejiwaan anak tersebut menjadi goncang karena penguasaanya menjadi 

rebutan antara ayah dan ibunya, padahal sebelumnya sudah merasa tenang dan 

aman di bawah penguasaan ayahnya. Akan tetapi ibunya diberi hak bezoek (hak 

berkunjung) kepada anak tersebut 16. 

A. Nafidzul Azizi, dalam skripsinya yang berjudul Analisis Hukum Islam 

Terhadap Hak Asuh Anak Belum Dewasa yang di Berikan Kepada Ayah (Studi 

Putusan Nomor: 894/Pdt.G/2008/PA.Pas). Skripsi mahasiswa IAIN Sunan Ampel 

Surabaya – Syariah / AS tahun 2012 ini, menjelaskan bahwa keputusan yang 

dilakukan oleh Pengadilan Agama Pasuruan dalam sengketa hak asuh anak yang 

memberikan ḥaḍānah kepada ayah didasarkan atas kemaslahatan anak, agar 

15 Anik Wahyuni, ‚Hak Hadanah Ayah Terhadap Anak yang Belum Mumayyiz Akibat 
Perceraian di Pengadilan Agama Jombang (Analisis Hukum Islam), (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, 
Surabaya, 2002). 
16 Dewi masyito‚Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik No. 
223/Pdt.G/2007/PA.Gs Tentang Hak Asuh Anak‛ (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2007). 
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agama anak dapat terjaga dan tidak mengikuti agama yang ada di lingkungan 

ibunya17. 

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas, fokus penelitian ini 

berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang menjadi perbedaan adalah dari segi 

permasalahannya, yang mana dari ketiga penelitian di atas semuannya hak asuh 

anaknya jatuh kepada ayahnya sedangkan yang akan peneliti teliti ini hak asuh 

kedua anaknya di bagi kepada masing-masing orang tuanya dalam Putusan 

Nomor: 1218/Pdt.G/2013/Pa.Ngj. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Dengan adanya rumusan masalah di atas, peneliti dapat memberikan 

tujuan dari penelitian ini ialah:  

Untuk mengetahui bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim 

terhadap pemberian hak asuh anak kepada ayah yang masih sah di asuh oleh 

ibunya berdasarkan Dalam Putusan Nomor: 1218/Pdt.G/2013/Pa.Ngj. 

Untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis dalam putusan Nomor: 

1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj tentang pemberian hak asuh anak yang belum 

mumayyiz kepada ayah. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

17 A. Nafidzul Azizi,Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Belum Dewasa yang di Berikan 
Kepada Ayah (Studi Putusan Nomor: 894/Pdt.G/2008/PA.Pas)‛ (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, 
Surabaya, 2012). 
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Dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai berikut: 

1. Aspek Teoritis 

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam 

tentang pemberian hak asuh anak belum mumayyiz kepada ayah melalui putusan 

hakim di Pengadilan Agama khususnya dalam studi analisi  putusan Nomor: 

1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj. 

2. Aspek Praktis 

Diharapkan penelitian ini berguna bagi praktisi hukum untuk mengambil 

putusan yang akan di jatuhkan kepada pihak yang berperkara dalam hak asuh 

anak. 

 

G. Definisi Operasional 

Analisis yuridis suatu penguraian hukum atas perundang-undangan yang 

berlaku18. Hal ini menganalisis putusan pengadilan agama nganjuk nomor : 

1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj. tentang pemberian hak asuh anak yang belum 

mumayyiz kepada ayah. 

Hak asuh anak adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadi 

putus perkawinan.19 

 Putusan pengadilan adalah sebuah produk pengadilan karena adanya dua 

pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu‚ penggugat dan‚ tergugat.20 

18 Pius A Partanto,M Dahlan Al Barri, Kamus Ilmiah Popular, (Surabaya:Arloka,1994.), 29 
19Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: kencana, cet ke III, 2009), 
329 
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H. Metode Penelitian 

1. Data yang Dikumpulkan 

Data tentang putusan hakim pada pemberian hak asuh anak belum 

mumayyiz kepada ayah  

Analisis yuridis hakim dan panitera di Pengadilan Agama Nganjuk. 

2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan 

sumber data sekunder. 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung penulis secara 

langsung dari sumber aslinya. bahan hukum primer penelitian ini adalah: 

Dokumen putusan Pengadilan Agama nganjuk Nomor: 1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj 

tentang pemberian hak asuh anak belum mumayyiz kepada ayah. Hakim dan 

panitera Pengadilan Agama Nganjuk 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer21. Seperti dokumen-dokumen resmi yang ada kaitannya 

dengan hasil ketetapan hakim, undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Amir Syarifuddin, Hukum 

20Roihan A. Rasydi, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2007), 203. 

21 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press, 1986), 52. 
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Perkawinan Islam di Indonesia, Abd Rahman Ghazaly, Fikih Munakahat, 

Huzaemah Tahido Yanggo, Fikih Perempuan Kontemporer. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara  

Wawancara ialah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan 

secara lisan guna mencapai tujuan tertentu yaitu untuk mengumpulkan 

keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka22. 

Wawancara yang dilakukan penelitidalam hal ini adalah wawancara kepada 

hakim dan panitera Pengadilan Agama Nganjuk. 

b. Dokumentasi  

 Dokomentasi yaitu dengan pengumpulan data yang ada pada dokumentasi, 

obyek-obyek penelitian terkait serta catatan-catatan lainnya yang terdapat di 

Pengadilan Agama Nganjuk23, diantaranya berkas perkara putusan Pengadilan 

Agama Nganjuk Nomor: 1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj. 

 Setelah data yang berkaitan dengan putusan Nomor: 

1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj terkumpul, maka penulis menganalisis data tersebut 

dengan mengunakan metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang membuat 

gambaran mengenai situasi atau kejadian dalam penelitian ini. Metode tersebut 

digunakan untuk mendeskripsikan pendapat Pengadilan Agama Nganjuk yang 

menetapkan hak asuh anak belum mumayyiz kepada ayah. Tujuan dari metode 

ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian 

22 Burhanudin Ashhofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 95. 
23 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta, Rineka Cipta, 
1997), 234. 
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secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

 Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir deduktif, 

yakni bermula dari hal-hal yang bersifat umum yaitu peraturan undang-undang 

yang menjelaskan tentang perkawinan, khususnya dalam hal hak asuh anak. 

Selanjutnya konsep dasar itu digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat 

khusus yaitu pertimbangan Hakim beserta dalil-dalil hukum yang digunakan 

dalam menetapkan hak asuh anak belum mumayyiz kepada ayah dalam putusan 

Nomor: 1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj dan akhirnya ditarik sebuah kesimpulan. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika dalam penelitian ini terbagi dalam lima bab pokok kajian 

sebagai berikut: 

BAB I, Pendahuluan, memuat uraian latar belakang, rumusan masalah, 

kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II, tinjauan teoritis tentang ḥaḍānah, pengertian ḥaḍānah secara 

umum, dasar hukum ḥaḍānah dan KHI , syarat-syarat ḥaḍānah, dan hak 

pemeliharaan ḥaḍānah jika belum mumayyiz kepada ayah. 

BAB III, deskripsi hasil penelitian yang meliputi gambaran umum tentang 

pengadilan agama nganjuk (sejarah, wilayah yuridiksi, kompetensi serta struktur 

Pengadilan), isi putusan, dasar pertimbangan hukum majelis Hakim dalam 
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menetapkan perkara hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayah dalam 

putusan nomor: 1218/Pdt.G/2013/Pa.Ngj 

BAB IV, memuat analisis yuridis dalam Putusan Nomor: 

1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj tentang pemberian hak asuh anak belum mumayyiz 

kepada ayah. Analisis disini memuat dua hal yaitu satu, dasar dan pertimbangan 

hukum oleh Hakim. Dua, analisis terhadap putusan nomor: 

1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj. 

BAB V, merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan hasil 

penelitian dan saran yang diberikan oleh penulis  
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BAB II 

 TINJAUAN TEORITIS TENTANG  H{AD{HA<NAH 

 

A. PENGERTIAN H{AD{HA<NAH  DAN DASAR HUKUM H{AD{HA<NAH 

1. Pengertian h{adh{a<nah 

H{adh{a<nah menuurut Mahmud Yunus dalam kamus Arab-Indonesia 

h{adh{a<nah -yahdunu–hadan “, yang berarti mengasuh anak, memeluk anak.1 

selain itu juga bermakakna mendekap, memeluk, mengasuh,  dan merawat.2 

Sedangakan menurut istilah, Hadanah berarti: pemeliharaan dan 

pendidikan anak sejak lahir sampai sanggup beridiri sendiri, mengurus dirinya 

sendiri yang dilakukan oleh kerabat 3 

 Dalam istilah fiqih, Hadanah berarti mengasuh anak kecil atau anak 

yang abnormal atau belum dapat hidup mandiri, menjaganya dari hal-hal yang 

membahayakan, memberi pendidiakan fisik ataupun psikis, dan 

mengembangakan kemampuan intelektualnya agara sanggup memikul 

tanggung jawab hidupnya.4 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa Hadanah adalah melakukan 

pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki, perempuan, atau yang 

1 Mahmud yunus, kamus arab-indonesia, (Jakarta:hidakarya agung,1989), 105 
2 Ahmad warson munawwir, kamus arab- Indonesia al munawir, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), cet 
ke 1,295. 

3 Abdul Rahman Ghazaly, fiqh munakahat, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003}}), 175. 
4 Sulaiman Rasyid, fiqh islam, (Bandung: Sinar Baru Algesindo1998),cet ke 47,306. 
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sudah besar tetapi belum mumyyiz tanpa perintah yang darinya, meyediakan 

sesuatu yang menjadi kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan 

merusaknya, mendidik jasmani dan rohani serta mampu beridiri-sendiri 

menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya. 

2. Pengertian H{ad}}ha>nah menurut Kompilasi Hukum Islam 

Pemeliharaan anak (h}adh}}a>nah) terdiri dari dua kata yaitu kata 

“pemelihara” dan kata “anak”, pemeliharaan berasal dari kata “pelihara” yang 

memiliki arti jaga, rawat. Sedangkan kata pemeliharaan berarti proses, cara, 

perbuatan, memeliharakan, penjagaan, perawatan, pendidikan.5 

Menurut Yahya Harahap, pemeliharaan adalah tanggung jawab orang tua 

untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya, serta mencukupi 

kebutuhan hidup seorang anak oleh orang tua.6 Jadi pemeliharaan anak tersebut 

meliputi pengawasan, pelayanan dan pembelanjaan dalam arti yang luas. 

Pengawasan berarti membentuk lingkungan anak dalam suasana yang sehat, baik 

jasmani maupun rohani, sehingga anak menjadi manusia yang memiliki jiwa 

sosial. Pelayanan berarti menanamkan rasa kasih sayang orang tua terhadap 

anak.7 Sedangkan kebutuhan hidup adalah kebutuhan primer atas tempat 

tinggal,makanan dan pakaian menjadi kebutuhan hidup yang lebih ditekankan 

pada soal nafkah. 

5Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) 
cet ke 2, 661 
6Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, (Medan: CV. Zahir Trading, 1975), cet ke 1, 204 
7 Ibid, 204 
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Yahya Harahap tidak memasukkan pendidikan sebagai bagian dari 

pemeliharaan, hal ini berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 

1974 yang memisahkan pemeliharaan dengan pendidikan, namun keduanya 

merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menggunakan istilah pemeliharaan anak 

yang dimuat dalam bab XIV pasal 98, 105, dan 106. Dalam pasal 98 dijelaskan 

bahwa batas usia anak mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 12 tahun, 

sepanjang anak tersebut tidak bercacat secara fisik maupun mental atau belum 

menikah. 

Pasal 105 dan 106 secara eksplisit mengatur masalah kewajiban 

pemeliharaan anak dan harta. Dalam pasal tersebut dijelaskan jika terjadi 

perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum mencapai umur 

12 tahun adalah hak ibunya, jika sudah mumayyiz maka anak tersebut disuruh 

memilih siapa diantara ayah atau ibu yang memegang hak pemeliharaannya. 

Namun biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, selain itu juga orang 

tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum 

dewasa, dan orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena 

kesalahan dan kelalaian dari kewajiban orang tua tersebut. 

Jadi menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) batas usia anak yang wajib 

diasuh adalah yang belum mencapai usia 12 tahun dan belum dapat mengurus 
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dirinya sendiri sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental, selain itu 

anak yang telah melangsungkan perkawinan telah dianggap dewasa, dan pada 

masa tersebut orang tua tidak berkewajiban memberikan pemeliharaan dan nafkah 

kepada anak. Begitu juga pasal 156 point a menjelaskan akibat putusnya 

perkawinan karena perceraian, bahwa anak yang belum mumayyiz berhak 

mendapatkan h}ad}}a>nah dari ibunya, kecuali bila telah meninggal dunia, maka 

kedudukannya dapat digantikan. 

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 156 point c 

dinyatakan apabila pemegang h}ad}}ha>nah ternyata tidak menjamin keselamatan 

jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan h}adh}}a>nah telah dicukupi, 

maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat 

memindahkan hak h}ad}}ha>nah kepada kerabat lain yang mempunyai hak h}ad}}ha>nah 

pula. Mengambil dari syarat-syarat yang terdapat pada pasal 49 ayat 1 Undang-

Undang Perkawinan dan pasal 156 point c Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka 

seorang pengasuh harus dapat dipercaya dan mampu untuk melaksanakan 

kewajban dan pemeliharaan dan pengasuhan anak (h}adh}}a>nah), disamping itu 

seorang pengasuh harus taat beribadah. 

Berdasarkan uraian diatas pemeliharaan dan pendidikan anak pada 

dasarnya adalah usaha-usaha untuk memelihara, menjaga kelangsungan hidup 

anak dengan memperhatikan segala kebutuhan hidupnya baik kebutuhan jasmanai 
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maupun rohani, semata-mata demi kesejahteraan anak sehingga anak dewasa atau 

telah berumur 21 tahun. 

B. Dasar Hukum H}ad}}ha>nah  

Pengasuhan merupakan hak setiap anak, dan orang pertama yang memiliki 

kewajiban itu adalah hak kedua orang tuanya. Sebagaima Firman Allah dalam 

surat At Tahrim ayat (6) 

                          

                       

Artinya : “hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 
api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 
diperintahkan”.8 
Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah Swt untuk memelihara keluarganya 

dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan 

perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Swt, termasuk dalam keluarga yaitu anak, 

karena pada hakikatnya adalah sebuah anugrah dari Tuhan. 

Dan Allah Swt juga Berfirman dalam surat al-baqarah ayat 233 yang berbunyi: 

8 Departemen Agama RI, Alqur’an Dan Terjemah, (Bandung,J-ART, 2005), 57. 
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                           

                     

                            

                           

                         

              

 

Artinya : “para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, 
adalah bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah 
memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak 
dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu 
menderita kesengsaraan anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun 
berkewajiban demikian. Apabila keduannya ingin menyapih (sebelum dua tahun) 
dengan kerelaan keduannya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas 
keduannya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak 
ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 
Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa 

yang kamu kerjakan9 
Ayat tersebut memberi gambaran kepada kita bahwa mengasuh anak 

adalah sebuah kewajiban, bahkan membimbing anak dari menyusui hingga 

menafkahi, akan tetapi membimbing itu tanpa membebani siapapun baik ayah 

9 Huzaemah Tahido Yanggo, Fikih Perempuan Kontemporer, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), 149. 
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atau ibu maka dari itu dalam ayat tersebut tidak ada paksaan dalam merawat dan 

membimbing anak.  

Selain ayat-ayat itu, UU No.1 tahun 1974 tepatnya pasal 45 juga 

menjelaskan tentang perihal pengasuhan anak, diantaranya ayat 1 dan 2 : Pasal 45 

1) Kedua orang tua wajib memlihara dan mendidik anak-anak mereka sebaikya. 

2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1)  pasal ini berlaku sampai 

anak itu kawin atau dapat berdiri-sendiri, kewajiaban itu berlaku terus  

meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.  

Selain itu, Pasal 45 ayat (2) undan-undang nomor 1 tahun 1974 yang  

merupakan kesinambungan dari pasal 41 (a) UU No. 1 Tahun 1974 yang 

menerangkan bahwa: 

a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-

anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak bilamana ada 

perselihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi 

keputusannya10. 

Dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan tentang 

pengasuhan anak setelah terjadinya perceraian, Pasal tersebut menerangkan 

bahwa: 

10 Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Tentang Perkawinan.  
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a. Pemeliaharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun 

adalah hak ibunya. 

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak 

untuk memelih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegan hak asuh 

pemeliharaannya. 

c. Baiaya pemeliaharaan yang ditanggung oleh ayahnya.11 

Di samping itu, UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak 

jugan menjelaskan tentang hal pengasuhan anak, yaitu  Pasal 26 

1.  Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: 

a. mengasuh, memelihara.mendidik, dan melindungin anak 

b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan 

minatnya 

c. mencegah terjadinya perkawianan usia muda.12 

 

C. Syarat- syarat h}ad}}a>nah 

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab sebelummya, bahwa hadanah 

adalah hak setiap anak. Dia berhak atas pengawasan, penjagaan, pemeliharaan, 

dan lain sebagainya. yang mana tujuan dari semua itu adalah mewujudkan 

11 Tim Redaksi Nuanasa Aulia ,kompilasai hukum islam,(Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008), 52-53. 
12 Undang-Undang  No.23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak (Bandung: PT. Citra Umbara, 2003) 
13-14 
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kemaslahatan di dunia dan akhirat.13  Seorang anak akan mejadi penolong bagi 

orang tua di kala usia orang tuanya telah lanjut usia serta dapat menyambung 

kehidupan orang tua setelah mereka wafat, yaitu berupa amal kebaikan. 

Melihat begitu pentingnya proses pengasuhan anak, maka munculah 

persyaratan tertentu untuk dapat mengasuh dan membimbingseorang anak, 

sehingga banyak ulama fiqih yang mengatakan hal tersebut. 

Diataranya Sayyid Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah; seoarang pengasuh 

yang menangani dan meyelenggarakn kepentingan anak kecil yang diasuhnya 

memiliki kecukupan dan kecakapan secara mental dan finansial. Kecukupan dan 

kecakapan tersebut memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika salah satu syarat 

tersebut tidak terpenuhi, maka gugurlah kewajiban menyelenggarakan 

hadanahnya. Di ataranya syarat-syarat tersebut adalah: 

1. Berakal sehat, jadi bagi orang yang kurang akal dan gila, keduanya tidak 

boleh menangani hadanah. 

2. Karena mereka tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Sebab itu pengasuh 

tidak boleh diserahi mengurus orang lain. Maka dari itu orang yang tidak 

punya apa-apa tentulah ia tidak dapat memberi apa-apa kepada orang lain. 

3. Dewasa, sebab anak kecil sekaipun mumayyiz, tetapi ia tetap membutuhkan 

orang lain yang dapat mengurusi urusannya dan mengasuhnya kerena dia tidak 

boleh menagani urusan orang lain  

13 Abdul Hakam, As Sya’idi, menuju keluarga sakinah, penerjemah abd. Hayyie al kattani 54. 
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4. Amanah dan berbudi, sebab orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan 

tidak tidak dapan di percaya akan dapat menunaikan kewajibannya dengan 

baik. Bahkan si anak akan meniru atau berkelakuan seperti orang yang curang 

ini. 

5. Islam, anak yang kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh non muslim 

sebab hadanah merupakan masalah perwalian. Sedangkan Allah tidak 

membolehkan orang mukmin di bawah perwalian orang kafir.14 

Berbeda dengan yang dikemuakan oleh Asywadie syukur, bahwa diantara 

syarat- syarat bagi seorang pengasuh adalah :  

1. Harus mencapai usia Baliqh 

2. Berakal 

3. Terdiri dari orang-orang yang baik serta mempunyai sifat sebagai seoarang 

pengasuh yang dapat dijadiakn pengasuh  

4. Anggota tubuh sempurna 

5. Bersuami, sedangkan agama tidak menjadi syarat.15 

Beberapa Fuqaha berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya anak 

diasuh oleh non-muslim.16 Ulama Madzhab Syafi’I dan Madzhab Hambali 

mensyaratkan bahwa pengasuh harus seorang muslim atau muslimah, karena 

orang non Islam tidak punya kewenangan dalam mengasuh dan memimpin orang 

14 Sayyid sabiq, fiqihh sunnah, (Bandung: PT Al Ma’Arif, 1996) cet ke 2 ,jilid 9, 179. 
15 Asyywadi syukur, intisari hukum perkawinan dan kekulargaan dalam isalm, 30. 
16Abdurrahman al-Jaziri, Al-Fiqh ‘ala> Madha>hib al-Arba‘ah, (Beirut: Dar al-Fikr), jilid IV, 596-598. 
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Islam, disamping itu dikhawatirkan juga pengasuh akan akan menyeret anak itu 

masuk ke dalam agamanya. Akan tetapi ulama Madzhab Hanafi dan Madzhab 

Maliki tidak mensyaratkan pengasuh itu seorang muslimah, jika ia wanita. Alasan 

mereka adalah sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW 

menyuruh memilih pada anak untuk berada di bawah asuhan ayahnya yang 

muslim atau pada ibunya yang musyrik, tetapi anak itu memilih ibunya. Lalu 

Rasulullah SAW bersabda : 

هَا فأََخَذَهَا. رواه ابو داود  17اللَّهُمَّ اهْدِهَا فَمَالَتِ الصَّبِيَّة إلىَ أبَيِـْ

Artinya : “Ya Allah, tunjukin hati anak perempuan itu, hatinya kepada ayahnya”. 
(HR. Abu Daud). 

Dalam hal ini pengasuh anak adalah laki-laki, timbul pertanyaan apakah 

disyaratkan ia seorang muslim. Ulama Madzhab Hanafi mensyaratkan pengasuh 

laki-laki harus sama-sama muslim dengan anak yang diasuhnya. Akan tetapi, 

Ulama Madzhab maliki tidak mensyaratkan laki-laki pengasuh harus seorang 

muslim.18 

Akan tetapi alangkah lebih baik kalau seandainya anak tersebut, baik anak 

laki-laki ataupun anak perempuan jika diasuh oleh orang yang seagama 

dengannya (Islam), dan tidak dibenarkan anak tersebut diasuh oleh non muslim. 

Pada Dasarnya adalah demi kemaslahatan dan sebagai sarana preventif (sad al-

17Sunan Abi Daud, Syamilah, Al Maktabah Al Syamilah, (Al-Qahirah: Daarul Fikr, 2008), juz ke 4, No. 
2244, 681 
18Andi Syamsu Alam dan H. M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Persfektif Hukum Islam, (Jakarta: 
Prenada Media Group, 2008) cet ke 1, 123. 
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dzari’ah) agar anak tersebut tetap konsisten dengan agamanya dan tidak 

terpengaruh dengan agama pengasuhnya. Karena secara praktis biasanya anak-

anak akan mengikuti agama dan tradisi orang tua atau orang-orang yang sering 

berkomunikasi dengan mereka. 

1. Syarat khusus untuk pengasuh wanita19 

Menurut para ahli fiqih syarat khusus untuk pengasuh wanita adalah 

sebagai berikut : 

a. Wanita pengasuh tidak mempunyai suami (belum kawin) setelah dicerai 

suaminya.  

b. Wanita pengasuh merupakan mahram (haram dinikahi) anak, seperti ibu, 

saudara perempuan ibu dan nenek. Oleh sebab itu, menurut Ulama fiqih, 

saudara perempuan ibu tidak boleh menjadi pengasuh anak itu, karena 

bukan mahramnya. 

c. Menurut ulama Madzhab Maliki, pengasuh tidak boleh mengasuh anak 

tersebut dengan sikap yang tidak baik, seperti marah dan membenci anak 

itu. Ulama fiqih lain tidak mengemukakan syarat ini. 

d. Ulama Madzhab Syafi’I dan Madzhab Hambali menambahkan syarat, 

apabila anak asuh masih dalam usia menyusu pada pengasuhnya, tetapi 

ternyata air susu pengasuhnya tidak ada atau ia enggan untuk 

menyusukan anak itu, maka ia tidak berhak menjadi pengasuh. 

19Ibid, 124 
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2. Syarat-syarat khusus bagi laki-laki 

Jika anak kecil tersebut tidak memiliki pengasuh wanita, maka 

pengasuhnya dapat  dilakukan oleh kaum pria, selagi ia memiliki syarat-syarat 

sebagai berikut: 

a. Jika pengasuhnya adalah mahram (haram dinikahi) 

Para fuqaha membolehkan untuk melakukan h}ad}h}a>nah bagi wanita oleh 

pria yang muhrim baginya, baik anak tersebut masih kecil, disenangi atau 

tidak disenangi pengasuh laki-laki, ketika tidak ada wanita yang berhak 

melakukan h}ad}}ha>nah baginya. 

b. Pengasuh yang bukan mahram (boleh dinikahi) 

Jika ada orang yang bukan muhrim bagi anak, maka itu diperbolehkan 

dengan syarat pengasuh tersebut memenuhi kriteria h}ad}}ha>nah, yakni 

adanya wanita yang ikut membantu laki-laki tersebut dalam mengasuh 

anak.20 

 

D. Hak H{ad}}ha>nah Sebelum Mumayyiz Kepada Ayah 

Pada umumnya Fuqaha sepakat bahwa ibu mempunyai keutamaan hak 

h}ad}}a>nah. Namun hak h}ad}}a>nah dapat digugurkan dan dicabut dengan alasan si ibu 

20Huzaemah T. Yanggo, Fiqih Anak, Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak Serta            
Hukum-Hukum Yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak, (Jakarta: Al-Mawardi, 2004), 134. 
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telah melakukan selingkuh terhadap suami seperti murtad21, berperilaku tidak 

terpuji, berbuat maksiat seperti berzina, mencuri, tidak dapat dipercaya, sering 

keluar rumah dan mengabaikan anak yang diasuhnya.22 Tujuan dari keharusan 

tidak adanya perilaku diatas adalah dalam upaya memelihara dan menjamin 

kesehatan, pertumbuhan moral dan perkembangan psikologis anak.23 

Di samping alasan-alasan yang dikemukakan diatas, menurut jumhur 

ulama isteri yang menikah lagi dengan laki-laki lain dapat menggurkan hak 

h}ad}}a>nahnya. Akan tetapi, jika laki-laki tersebut memiliki kasih sayang pada anak, 

maka hak h}ad}}a>nah ibu tersebut masih berlaku.24 Berbeda dengan pendapat jumhur 

ulama madzhab Syi’ah Imamiyah,yang mengemukakan bahwa hak h}ad}}ha>nah ibu 

gugur secara mutlak disebabkan perkawinannya dengan laki-laki lain, baik laki-

laki tersebut memiliki kasih sayang atau tidak.25 

Dalam pasal 49 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah dijelaskan 

bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaanya terhadap 

seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua 

yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara yang telah dewasa 

atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal : 

a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya. 

21Wahbah Al-Zuhaili, Al-FiqhuAl-Isla>mi Wa Adilla>tuhu, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), cet ke 3, 7306 
22 Ibid, 7298  
23Muhammad Jawad Mughniyyah, Fiqh Lima Madzhab, (Jakarta: Lentera, 2001), 308. 
24Ibnu Qudamah, al-Mughniy, (Kairo: Mathba’ah al-Qahirah, 1969), 299. 
25Andi Syamsu dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Persfektif Hukum Islam, (Jakarta: Prenada 
Media Group, 2008), cet ke 1, 132. 
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b. Ia berkelakuan buruk sekali. 

Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam juga mengatur syarat-syarat untuk 

mendapatkan hak asuh anak, yakni dalam pasal 156 poin c yang menjelaskan 

bahwa apabila pemegang h}ad}}a>nah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan 

jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan h}ad}}ha>nah  telah dicukupi, 

maka atas perminmtaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat 

memindahkan hak h}adh}}a>nah ke kerabat lain yang mempunyai hak h}ad}}ha>nah pula. 

Selain dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum 

Islam, penjelasan tentang hak asuh anak apabila isteri telah melakukan selingkuh 

juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 30 No. 23 Tahun 

2002 yang menjelaskan bahwa :26 

1. Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, melalaikan 

kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau hak 

asuh orang tua dapat dicabut. 

2. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa hak asuh 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan 

Pengadilan. 

Penjelasan pasal 26 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak menjelaskan bahwa : 

26Undang-undang No 23 Tahun Tentang Perlindungan Anak, (Bandung: PT. Citra Umbara, 2003), 16. 
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1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : 

a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak 

b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan 

minatnya 

c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak 

2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaanya, atau 

karena suatu sebab,  tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung 

jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa fiqih tidak mengatur secara 

rinci tentang hal yang dapat menggugurkan hak h}adh}}a>nah. Pengguguran hak 

h}ad}}ha>nah dapat dipahami dari persyaratan-persyaratan terhadap pemegang hak 

h}adh}}a>nah. Adapun alasan-alasan digugurkannya hak h}ad}}ha>nah seseorang antara 

lain tidak bisa dipercaya, berperilaku tidak terpuji, membahayakan kepentingan 

anak. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang 

Tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang pengasuhan anak yang dapat 

dicabut oleh pengadilan apabila si isteri benar-benar telah melalaikan 

kewajibannya sebagai orang tua terhadap anaknya serta berkelakuan buruk yang 

akan menimbulkan dampak negatif bagi kesejahteraan dan masa depan anak. 
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Suatu ketika datang sepasang suami istri kepada Rasulullah saw. Untuk 

meminta penetapan siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak, sedangkan 

mereka sudah bercerai. Dalam hadits nabi Rasulullah menyatakan: 

بن سعيب  ني عمروحدثعن ابي عمر ويعني الاوزاعي  ثنا الوليدحد يلد السلمثنا محمود بن جاحد
وإن أباه  وحجري له حواءن يطني له وعاء وثديي له سقاء عن جده عبد الله ان ابني هذا كا عن ابيه

  )ن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به مالم تنكحي (رواه أبوداودطلقني وأراد أ
Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid as- syulamiy : telah 

menceritakan  kepada kami al-wahid, dari ‘amru – yaitu al-azu’iy. Telah 
menceritakan kepdaku pada ‘amru bin syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya 
‘abdullah bin ‘amru : bahwasannya ada seseorang wanita berkata : “wahai 
rasullah, sesungguhnya ankku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susuku 
adalah tempat minumnya, dan pengakuanku adalah rumahnya ; sedangkan 
ayahnya telah menceraikan dan ingin memisahkannya dariku .” lalu kemudian 
rasullah shallallhu ‘alaihi wa sallam berkata kepadanya : engkaulah lebih berhak 
terhadapnya selama eengkau belum menikah. (Diriwayatkan oleh Abu Daud).27 

Hadits tersebut di atas menjelaskan bahwa ibulah yang lebih berhak untuk 

memilihara anaknya selama ia belum menikah dengan orang lain, dengan kata lain 

jika ibunya menikah maka praktis hak hadhanahnya itu gugur lalu berpindah 

kepada ayahnya. Karena jika ibunya menikah dengan orang lain, besar 

kemungkinan perhatiannya akan beralih kepada suaminya yang baru, dan 

mengalahkan bahkan bukan tidak mungkin ia akan mengorbankan anaknya 

sendiri. 

 

 

27 Syaikh Nashiruddin al-Albani, Shahih Sunan Abi Dawud,  (Riyadh : Maktabah al-Ma’arif li al-Nasyir wa 
al-Tawzi’ 1998), juz,II, 32. 
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BAB III 

PENETAPAN PENGADILAN AGAMA NGANJUK 

NOMOR: 1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj TENTANG PEMBERIAN HAK ASUH 

ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH 

 

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Nganjuk 

1. Letak Geografis 

        Pengadilan Agama Nganjuk berkedudukan di Ibu kota Kabupaten 

Nganjuk yaitu terletak di Jalan Gatot Subroto sebelah timur Terminal 

Ngnjuk, terletak di Kelurahan Ringin Anom, Kecamatan Nganjuk 

dengan nomor telepon atau faximili (0358) 323774 dan e-mail : 

panganjuk@gmail.com, website : www.panganjuk.net dengan kode pos 

64411. 

        Bangunan gedung terdiri dari gedung utama, ruang tunggu, 

masjid, tempat parkir, dan kantin. Sebelumnya Pengadilan Agama 

Nganjuk terletak di Jalan Bromo I No. 1, Nganjuk, dan pada tanggal 

24 Desember 1998 pindah di Jalan Gatot Subroto (Timur Terminal 

Nganjuk) dan memiliki wilayah hukum seluas wilayah Kabupaten 

Nganjuk, yaitu 122.433 Ha. 

        Kabupaten Nganjuk terletak antara 11105’ sampai dengan 

112013’ BT dan 7020’ sampai dengan 7059 LS. Kabupaten ini 

 43 38 
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berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro di Utara, Kabupaten 

Jombang di Timur kabupaten Kediri dan Kabupaten Ponorogo di 

Selatan, serta Kabupaten Madiun di Barat. Nganjuk juga dikenal 

dengan julukan Kota Angin. 

2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Nganjuk 

        Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Nganjuk meliputi 20 

kecamatan terdiri dari 277 desa / kelurahan yaitu sebagai berikut: 

        Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Loceret, 

Kecamatan Bagor, Kecamtan Wilangan, Kecamatan Berbek, 

Kecamatan Pace, Kecamatan Gondang, Kecamatan Rejoso, 

Kecamatan Tanjunganom, Kecamatan Kertosono, Kecamatan Ngetos, 

Kecamatan Sawahan, Kecamatan Baron, Kecamatan Patianrowo, 

Kecamatan Lengkong, Kecamatan Prambon, Kecamatan Ngronggot, 

Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Ngluyu, 

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Nganjuk 

        Struktur organisasi Pengadilan Agama Nganjuk mempunyai 

fungsi koordinasi dan tanggung jawab yang mengarah pada tiap-tiap 

pimpinan, mulai dari pimpinan teratas sampai pimpinan yang berada 

di bawah. 

a. Ketua    : Drs. H. Adnan Qohar, SH., MH 

b. Wakil ketua   : Dra. Hj. Mahmudah, MH 
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c. Hakim : Drs. Saefudin,M.H, Drs.H. Isnandar, M.H, 

Drs. Muh. Mahfudz, Drs. Sunaryo, M.Si, 

Haitami, S.H, Drs. A. Bashori, MA 

d. Panitera / sekretaris  : Heri Eka Siswanta, S.H 

e. Wakil sekretaris  : Nafis Machfiiyah, S.Ag 

f. Kaur. Kepeg   : Ainus Zaman, S.Hi 

g. Kaur. Umum   : Saiful Anam, S.H  

h. Wakil panitera  : Yomi Kurniawan, S.Ag., M.H 

i. P.M. Permohonan  : Heny Subanakti RF, S.H., M.H 

j. P.M. Gugatan   : Hanim Makhsusiati, S.H 

k. P.M. Hukum   : M. Anis, S.H 

l. Panitera Pengganti :Yomi Kurniawan, S.Ag., M.H, Hanim 

Makhsusiati, S.H, Heny Subanakti RF, 

S.H., M.H, Moch. Anis, S.H, Nafis 

Nachfiiyah, S.Ag, Murtadji, BA, Ahmad 

Romadhan, S.Ag., M.H, Hartono, S.H, 

Aniq, S.H 

m. Juru Sita   : Setyo Hayuningsih, S.H, Murtadji, BA, 

Saiful Anam, S.H, Ahmad Romadhan, 

S.Ag., M.H, Nur Kerisna Wachidah. 
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B. Deskripsi Putusan No. 1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj Tentang Hak Asuh Anak 

Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah 

        Guna memperjelas pembahasan skripsi ini, maka penulis mencoba 

memaparkan permasalahan awal terjadinya perkara cerai gugat di 

Pengadilan Agama Nganjuk dalam putusan Nomor 

1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj. dalam perkara ini proses persidangan diperiksa 

oleh majelis hakim yang terdiri dari Drs. Muh. Mahfudz sebagai Hakim 

Ketua Majelis serta Drs. Sunaryo, MSI dan Haitami, S.H masing-masing 

sebagai hakim anggota dan Aniq, S.H sebagai panitera pengganti. 

1. Duduk Perkara  

        Pada tanggal 26 Juni 2013 Penggugat mengajukan surat 

gugatannya yang didaftarkan di kepaniteraan pengadilan agama 

nganjuk dengan Nomor : 1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj yang berisi 

gugatan cerai terhadap suaminya (Tergugat) dan hak asuh anak. Yang 

mana dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada Imam 

Ghozali, SH, Advokat dan Tergugat juga memberikan kuasanya 

kepada Sutrisno, SH, Advokat. 

        Perkara ini berawal dari ikatan yang sah antara Penggugat, umur  

32 tahun, pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan swasta, 

bertempat tinggal di Dusun Balongasem, RT 01 RW 06 Desa Jintel 

Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, dengan Tergugat umur 39 

tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang, 
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bertempat tinggal di Dusun Rejoso, RT 02 RW 02 Desa Jintel 

Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. Perkawinan tersebut 

dilaksanakan pada tanggal  28 juni 2002, dan dicatat di hadapan 

pegawai pencatat nikah (PPN) pada kantor urusan agama (KUA) 

Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, sesuai dengan kutipan akta 

nikah Nomor : 250/49/VI/2002 tanggal 28 juni 2002. 

        Pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat (isteri) 

adalah perawan, sedangkan Tergugat (suami) adalah jejaka. Setelah 

akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah 

Tergugat (suami) di Dusun Rejoso, RT 02 RW 02 Desa Jintel 

Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk selama kurang lebih 10 tahun. 

        Selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat (isteri) dan 

Tergugat (suami) telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya 

suami isteri, dalam keadaan Ba’dha Dukhu>l, dan dikaruniai 2 orang 

anak perempuan yang bernama Yati (nama samaran) umur 10 tahun, 

dan Bela (nama samaran) umur 4,5 tahun, dan keduanya sekarang 

dalam pengasuhan Tergugat. 

        Semula kehidupan rumah tangga Penggugat (isteri) dan 

Tergugat (suami) dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari 

tahun 2012, rumah tangga antara Penggugat (isteri) dan Tergugat 

(suami) mulai tidak tentram atau tidak harmonis, sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup 

rukun lagi, hal itu disebabkan perilaku Tergugat (suami) keras, kasar 
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dan sering marah-marah kepada Penggugat (isteri), sering 

mengungkapkan kalimat yang bersifat talak, sering melakukan 

kekerasan dalam kehidupan rumah tangga, dan untuk masalah 

ekonomi Tergugat (suami) mau menangnya sendiri, seluruh uangnya 

dikuasai sendiri. 

        Akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat 

(isteri) dan Tergugat (suami) tersebut, Penggugat (isteri) telah pergi 

meninggalkan Tergugat (suami) dari tempat kediaman bersama 

dikarenakan telah diusir oleh Tergugat (suami) dan Penggugat (isteri) 

pulang ke rumah orang tuanya bertempat di Dusun Balongasem, RT 

01 RW 06 Desa Jintel Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, dan 

Tergugat (suami) juga sudah tidak mempedulikan Penggugat (isteri) 

selama kurang lebih 3 bulan. 

        Selama berpisah tersebut kedua anak Penggugat (isteri) dan 

Tergugat (suami) dalam pengasuhan Tergugat (suami) dan kondisi 

kedua anak tersebut menjadi kurang baik dan kurang perhatian 

dikarenakan Tergugat (suami) terlalu sibuk dengan pekerjaan sebagai 

pedagang di pasar dan selama Tergugat (suami) bekerja kedua anak 

tersebut dititipkan kepada kedua orang tua Tergugat (suami) 

sehingga kurang terurus. Berbeda ketika kedua anak tersebut masih 

dalam pengasuhan Penggugat (isteri) yang mana kedua anak tersebut 

dalam kondisi sehat dan baik. Oleh karena itu, Penggugat (isteri) 

mohon agar kedua anak tersebut dapat diasuh sendiri oleh Penggugat 
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(isteri) selaku ibu kandungnya. Maka sebagaimana pasal 105 point a 

KHI, maka penetapan hak asuh anak ini dapat dikabulkan. 

 

2.  Pertimbangan Hukum Majelis Hakim PA Nganjuk. 

Dalam mengadili perkara nomor : 1218/PDT.G/2013/PA.NGJ, 

ketua pengadialn agama nganjuk . hakim yang menyidangkan perkara 

tersebut telah menggunakan beberapa ketentuan dan peraturan-

peraturan yang berlaku di Indonesia yang berfungsi untuk 

memperkuat alasan-alasan hakim tersebut. 

Bahwa selama proses persidangan berlangsung dalam 

persidangan beberapa saksi dan juga bukti-bukti tertulis, sehingga 

majelis hakim mengetahui dan yakin bahwa pihak penggugat (istri) 

yang telah melakukan tindakan tercela, yaitu memiliki hubungan 

khusus dengan laki-laki lain. 

Menurut salah satu hakim yang menyidangakn perkara ini, 

bahwa ukuran baik tidaknya suatu perbuatan adalah dilihat dengan 

kacamata agama dan juga norma-norma yang berlaku dimasyarakat 

yang tentunya tidak bertentangan dengan norma-norma agama. 

Perilaku yang tidak terpuji sebaiknya tidak dimiliki oleh 

seorang pengasuh dan pendidik , karena di kuatirkan sikap tersebut 

akan berpengaruh terhadap perkembangan si anak. 
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Untuk memperkuat alasan- alasan tersebut diatas majelis 

hakim mengetengahkan pasal 49 ayat (1) undang-undang nomor 1 

tahun 1974 yang isinya  

Pasal 49 ayat 1 

1) Salah seorang atau kedua orang tua di cabut kekuasaanya 

terhadap anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas 

permintaan ornga tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus 

ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang 

berweang dengan keputusan pengadilan dalam hal ini. 

a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya  

b. Ia berkelakuan buruk sekali 

Menurut hasil wawancara dengan hakim Drs. Muh mahfud yang 

memutuskan    perkara nomor : 1218/PDT.G/2013/PA.NGJ,  dasar 

pertimbangan PA memutuskan bahwa kedua anak dari pasangan 

sulastri (nama samaran) dan rofi’I (nama samaran) di berikan 

sepenuhnya kepada sang ibu, sebab menurut keterangan para saksi 

kedua anak tersebut lebih dekat dengan sang ayah.1 

Hal itu juga termaktub dalam Dalam pasal 105 KHI juga di                     

jelaskan tentang pengasuhan anak stelah terjadinya perceraian,Pasal 

105 

1 Mahfud,  wawancara,  tanggal 13 april 2016 , PA Nganjuk. 
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a. Pemeliaharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 

tahun adalah hak ibunya. 

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada 

anak untuk memelih diantara ayah atau ibunya sebagai 

pemegan hak asuh pemeliharaannya. 

c. Baiaya pemeliaharaan yang ditanggung oleh ayahnya.2 

Majelis hakim yang dipimpin oleh Drs. Mahfud menambahkan 

jika kedua anak dari tergugat dan penggugat sejak kecil memang lebih 

dekat pada sosok ayahnya.3 Dasar pertimbangan lain dari hakim adalah 

karena si ibu tidak bisa dijadikan panutan sebab sudah melakukan 

tindakan yang tercela karena dia selingkuh keputusan itu pada akhirnya 

mempertimbangan kondisi kenyamana si anak, karena setelah perpecahan 

dalam keluarga tergugat dan penggugat si anak sudah tikut ayahnya 

karena ibu jarang berada di rumah tanpa alasan yang jelas.4  

Di samping pertimbangan pada kondisi si anak, dasar 

pertimbangan hakim juga terdapat pada UU RI No. 23 tahun 2002 

tentang perlindungan anak jugan menjelaskan tentang hal pengasuhan 

anak, yaitu pasal 26 (1) 

a. Mengasuh, Memelihara, Mendidik, dan Melindungin Anak 

2 Depag RI, Kompilasai Hukum Islam, 52-53. 
3  Mahfud, Wawancara, Tanggal 13 april 2016 di PA Nganjuk. 
4 Ibid, Wawancara, Tanggal 13 april 2016 di PA Nganjuk. 
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b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan 

minatnya 

c. Mencegah terjadinya perkawianan usia muda.5 

Hakim mahfud juga melihat kondisi ibu, sebab secara lahiriah ibu 

sudah mengandung dan melahirkan anak, akan tetapi kesan ibu pada si 

anak sudah terlanjur tidak baik akibat perbuatan selingkuhnya, yang pada 

akhirnya membuat  hubungan anak dan ibu menjadi tidak harmonis. 

Hal itu juga menjadi pendorong bagi putusan Majelis Hakim 

karena hak asuh anak adalah hak setiap anak. Anak berhak atas 

pengawasan, penjagaan, pemeliharaan, dan lain sebagainya, yang mana 

tujuan  dari semua itu adalah mewujudkan kemaslahatan dunia dan 

akhirat.6 Hakim Mahfud pun menambahkan bahwa kelak  anak akan 

mejadi penolong bagi orang tua dikala usia lanjut, serta dapat 

menyambung kehidupan orang tua setelah mereka wafat, yaitu berupa 

amal kebaikan. 

 

 

 

 

5 Undang-undang RI No.23 tahun 2002, hal 13-14. 
6 Abdul Hakam, as sya’idi, Menuju Keluarga Sakinah, hal 54. 
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 BAB IV 

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PA NGANJUK 

NOMOR: 1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj. TENTANG PEMBERIAN HAK 

ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIS KEPADA AYAH 

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim PA Nganjuk Yang Memberikan  Hak 

Asuh Anak Yang Belum Muamyyiz Kepada Ayah 

Keturunan  merupakan karunia Allah SWT,  yang dianugerahkan 

kepada suatu  keluarga dan sekaligus sebagai amanah  Allah SWT 

yang harus dipelihara dan dijaga keselamatannya. Oleh karena itu, 

pengasuhan terhadap anak adalah kewajiban bagi ayah dan ibu, peran 

mereka sangat berarti bagi anaknya, agar menjadi anak yang soleh, dapat 

membanggakan orang tua, dan bisa bermanfaat bagi manusia. 

Persoalan pengasuhan anak pada dewasa ini sudah banyak terjadi 

di masyarakat kita, karena tiap-tiap orang ingin menjaga dan selalu 

dekat bersama  anaknya.  Sehingga  untuk  mengatasi  persoalan  di  atas  

telah diatur suatu rumusan hukum guna menyelesaikan permasalahan 

tersebut. 

Seperti yang telah di jelaskan bab III bahwa permasalahan  yang 

ada di pengadialn agama nganjuk,hakim telah memutuskan hak asuh anak 

yang diberikan kepada isteri. yang mana dalam permasalahannya pihak 

suami telah terbukti melakukan kekerasan dan ingin sekali mengasuh 

48 
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kedua anak tersebut di asuh oleh ayahnya. Setelah melalui proses 

persidangan yang panjang dan adanya beberapa bukti serta hakim telah 

mendengar replik dan duplik dari para pihak yang berperkaradan juga 

keterangan saksi,maka hakim dengan segala kewenangannya mempunyai 

pendapat dan memutuskan suatu perkara  karean itu adalah suatu tugas 

hakim. 

Menimbang di dalam gugatan putusan Nomor: 1218/pdt.g/ pa.ng.j 

adalah gugatan yang diajukan oleh isterinya dengan alasan suami telah 

berkalakuan kasar,keras, sering marah-marah kepada penggugat (isteri), 

sering melakukan kekerasan dalam ruamah tangga, ekonomi yang ingin 

di kuasai oleh tergugat ( suami). Di dalam gugatan tersebut tergugat 

(suami) tidak keberatan bila penggugat (isteri) mengajukan perceraian 

namun penyebabnya bukan apa yang diajukan dalam gugatan pengggugat 

(isteri). Tergugat mengangap bahwa pengguat (isteri) telah melalaikan 

kewajiban sebagai isteri tidak berbakti lahir dan batin kepada suami,. 

Setelah itu hakim membaca replik dan duplik dari pihak yang 

berperkaradan mendengarkan dari para saksi penggugat. 

Majelis hakim nganjuk memberikan putusan bahwasannya tuntutan 

yang diajukan oleh penggugat (isteri) hanya dikabulkan sebagaian  

dengan berbagai pertimbangan hakim,  karena salah satu penggugat 

(isteri) tidak layak untuk merawat anak-anaknya dikarenakan akhlak 

penggugat (isteri) yang tidak mencerminkan seorang ibu yang baik, yang 
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di khwatirkan akan mempengaruhi perkembangan si anak-anaknya, dan 

penggugat (isteri) terbukti sebagai pedagan beras di depan rumahnya dari 

pagi sampai siang hari sehingga tidak punya waktu untuk memelihara, 

merawat dan meberikan perhatian kepada anak secara penuh. Begtu juga 

tergugat (suami) terbukti sebagai pedagan di pasar yang mempunyai 2 

toko yang berlokasi di kabupaten bojononegoro yang berjarak cukup jauh 

dengan kediaman  yang berdomisili rejoso dari pagi sampai siang hari 

sehigga tidak mempunyai waktu untuk memlihara, merawat dan 

memberikan perhatian kepada anak secara penuh. 

Berdasarkan pertimbanga-pertimbangan tersebut di atas dengan 

penghapan penggugat (isteri) akan menyadari kekhilafan dan segera 

kembali berperilaku baik, serta demi rasa keadilan dan semata-mata 

berdasarkan kepentingan anak. Hakim pengadilan agama nganjuk 

memandang pasal 2 UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak 

hak anak asuh 1 yang berusia 10 tahun di tetapkan kepada tergugat 

(suami) dikarenakan usia anak tersebut silit untuk beradaptasi terhadap 

lingkungan yang baru dan tergugat (suami) telah terbukti tidak 

melantarkan anaknya tersebut. Sedangkan anak ke 2 umur 4,5 tahun 

ditetapkan kepada penggugat (isteri) dikarenakan masih kecil dengan 

sesuai permintaan penggugat (isteri) sebagaimana surat bukti 

permohonan pamit penggugat (isteri) terhadap tergugat (suami) dan 

permintaan penggugat (isteri) terhadap pemeliharaan anak  dibagi yang 
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satu ikut penggugat (isteri) dan yang lain ikut tergugat (suami) maka 

majelis hakim berpendapat adil bila hak asuh anak  tersebut dibagi rata. 

Berdasarkan uraian di atas, hakim menjelaskan bahwa dalam 

menetapkan  perkara hadanah berdasarkan rasa keadilan, dalam artian 

jika si anak diberikan kepada ibunya semua maka dikhawatirkan si anak 

tidak akan mendapatkan pengawasan dan perhaian secara penuh 

dikarenak ibunya terbukti bekerja di pasar depan rumahnya dari pagi 

sampai siang hari. begitu juga ayahnya yang terbukti juga sebagai 

pedagan di pasar bojonegoro dari pagi sampai siang hari. Dalam 

pembagian tersebut si anak 1 ikut ayahnya dikarenakan usia anak tersbut 

sulit untuk berdapatasi dengan lingkungan yang baru dan ayah telah 

terbukti tidak melantarkan anaknya, dan demi menjaga perkembangan 

jiwa anaknya. 

Hal ini sesuai dengan pasal 2 huruf c UU No. 23 tahun 2002 

tentang perlindungan anak yaitu hak untuk hidup, kelangsungan hidup, 

dan perkembangan si anak. Sedangkan anak ke 2 diberikan kepada ibunya 

dikarenakan anak tersebut masih kecil dan butuh kasih sayang dari 

seorang ibu1. Maka hakim memandang adil bila hak asuh anak tersebut 

dibagi rata. 

Setelah  melihat  pemaparan  di  atas,  penulis  tidak  sependapat 

dengan pertimbangan hakim yang memberikan hak asuh Yati (nama 

1 Muh. Mahfudz, Wawancara, Pengadilan Agama Nganjuk, 17 April 2016. 
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samaran) kepada si ibu berdasarkan rasa keadilan, dikarenakan 

keterangan para saksi yang menjelaskan si ibu telah melakukan 

perselingkuhan dengan lelaki lain dan ANAK1 menyaksikan secara 

langsung perselingkuhan tersebut. Implikasi dari perselingkuhan yang 

disaksikan secara langsung oleh anak keduanya tersebut dapat 

berpengaruh terhadap perkembangan jiwa dan psikologi anak. 

B. Analisis Terhadap Putusan No. 1218/Pdt.G/2013/Pa.Ngj. Tentang 

Pemberian Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepad Ayah. 

Kata lain dari h}ad}a>nah yaitu “Pemeliharaan  Anak”  yang berarti 

memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang 

meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukannya baik dalam  

bentuk melaksanakan maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang 

dapat merusaknya. 

Di dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 pada pasal 45 ayat 1 

dan 2 yang menjelaskan tentang pengasuhan anak yang berbunyi:2 

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya 

sabagaimana mestinya. 

2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) )  pasal ini 

berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri-sendiri, kewajiaban 

itu berlaku terus  meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.  

2 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. 
                                                           



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Selain itu, Pasal 45 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 

yang  merupakan kesinambungan dari pasal 41 (a) UU No. 1 Tahun 1974 

yang menerangkan bahwa: “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban 

memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan 

kepentingan anak-anak bilamana ada perselihan mengenai penguasaan 

anak-anak pengadilan memberi keputusannya”. 

Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) batas  usia  anak  yang 

wajib diasuh adalah yang belum mencapai usia 12 tahun dan belum dapat 

mengurus  dirinya  sendiri  sepanjang  anak  tersebut   tidak  cacat  

fisik maupun mental,  selain itu  anak yang telah melangsungkan 

perkawinan telah dianggap dewasa, dan pada masa tersebut orang tua 

tidak berkewajiban memberikan pemeliharaan dan nafkah kepada anak. 

Adapun pasal 156 point (a) menjelaskan akibat putusnya perkawinan 

karena perceraian, bahwa anak yang belum mumayyiz berhak 

mendapatkan h}ad}a>nah dari ibunya, kecuali bila telah meninggal dunia, 

maka kedudukannya dapat digantikan. 

Pada kasus h}ad}a>nah yang terjadi di Pengadilan Agama Nganjuk, 

Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk memutuskan untuk 

menjatuhkan putusan bahwa anak kandung antara penggugat dan tergugat 

dijatuhkan kepada penggugat dengan alasan pihak tergugat melakukan hal 

tercela yaitu memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain. 
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Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam memutuskan 

perkara ini sudah memutuskan dengan seadil-adilnya tanpa memihak 

siapapun. Karna Majelis Hakim selama proses persidangan harus 

mengikuti peraturan Hukum yang sudah ada. 

Menurut salah satu Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini 

Perilaku yang tidak terpuji sebaiknya tidak dimiliki oleh seorang 

pengasuh dan pendidik , karena di kuatirkan sikap tersebut akan 

berpengaruh terhadap perkembangan si anak, jadi pengasuh anak 

dijatuhkan kepada penggugat dikarenakan tergugat tidak pantas untuk 

mengasuh anak tersebut. 

  Untuk memperkuat alasan- alasan tersebut diatas majelis hakim 

mengetengahkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

yang isinya: 

 Pasal 49 ayat 1 

1. Salah seorang atau kedua orang tua di cabut kekuasaanya terhadap 

anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan ornga tua 

yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung 

yang telah dewasa atau pejabat yang berweang dengan keputusan 

pengadialn dalam hal ini  

a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya  

b) Ia berkelakuan buruk sekali. 
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Selain ketentuan di atas,dijelaskan pula dalam undang-undang No. 

1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, penjelasan tentanh hak asuh 

anak juga di atur dalm Undang-Undang pelindungan anak pasal 30 No, 23 

tahun 2002 yang menjelaskan bahwa :3 

1. Dalam hal orang tua sebagaiman dimaksud dalam pasal 26,melalaikan 

kewajibannya terhadap dilakukan tindakan pengawasan atau hak asuh 

orang tua dicabut. 

2. Tindakan terhadap pengawasan orang tua atau pencabutan kuasa hak 

asuh anak sebgaimana dimaksud dalm ayat (1) dilakukan melalui 

penetapan pengadilan. 

Penjelasan pasal 26 Undang-Undanng No.23 tahun 2002 tentang  

Perlindungan anak menjelaskan bahwa : 

1. Orang tua berkewajiban bertanggung jawab untuk: 

a) Mengasu , memelihara, mendidik,dan melindungin anak 

b) Menumbuhkan perkembangan anak sesuai kemampuan, bakat, dan 

minatnya 

c) Mencegah perkawainan usia anak-anak 

2. Dalam hal orang tua tidak ada,atau tidak tau keberadaannya , atau 

karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan 

tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab 

sebagaimana maksud ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang 

3 Undang –Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. 
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dilaksankan sesuai dengan ketentua perundang-undangan yang 

berlaku. 

           Dalam putusan tersebut ditemukan oleh penulis, bahwa ibumya 

terbukti bekerja di pasar depan rumahnya sebagai pedagang beras 

yang mana ibunya tidak akan bisa merawat, memelhara, dan 

mengawasi secara penuh. Si ibu terbukti terikat dengan suatu 

pekerjaan yang menyebabkan  ia tidak melakukan hadanah dengan 

baik, seperti hadinah teriakat dengan pekerjaan yang berjauhan 

tempanya dengan tempat si anak atau hamper seluruh waktunya untuk 

bekerja. 

       Sedangkan ayahnya tidak terbukti melantarkan kedua anaknya. 

Dan terciptalah akhirnya anak yang dapat berbakti kepada orang tua, 

karena setiap orang tua yang bertanggung jawab juga memikirkan dan 

mengusahakan masa depan anak lebih cerah dan terarah.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dari pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan hakim, bahwa 

dalam menetapkan perkara h}ad}ha>nah pada kasus yang diangkat oleh 

penulis berdasarkan rasa keadilan dan sesuai dengan keadaan anak. 

Sedangkan dasar hukum yang digunakan oleh hakim adalah Pasal 41 

(a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang 

berbunyi: “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan 

mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan 

anak.” Dan sebagaimana ketentuan pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak. Sehingga hakim memberikan hak asuh 

ANAK kepada ayah dan ANAK2 kepada ibu, sebagaimana bukti T.6. 

2. Di dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 pada pasal 45 ayat 1 dan 

2 yang menjelaskan tentang pengasuhan anak yang berbunyi: 

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya 

sabagaimana mestinya. 

2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) )  pasal ini 

berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri-sendiri, 

kewajiaban itu berlaku terus  meskipun perkawinan antara kedua 
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orang tua putus. Selain itu, Pasal 45 ayat (2) undang-undang 

nomor 1 tahun 1974 yang  merupakan kesinambungan dari pasal 

41 (a) UU No. 1 Tahun 1974 yang menerangkan bahwa: “Baik ibu 

atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-

anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak 

bilamana ada perselihan mengenai penguasaan anak-anak 

pengadilan memberi keputusannya”. 

 

B. Saran  

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, dapatlah kiranya penulis 

memberikan saran: 

1. Walaupun telah terjadi perceraian antara suami isteri, anak harus 

mendapatkan perlindungan hak secara jasmani, rohani, maupun social 

dari orang tuanya, ini dilakukan agar kemaslahatan anak tetap terjaga 

dan kebutuhan anak tetap terpenuhi. 

2. Sebaiknya pemerintah lebih gencar lagi dalam mensosialisakan 

Undang-Undang perkawinan, agar masyarakat umum mengetahui 

betapa pentingnya arti sebuah perkawinan sehingga mempersulit 

terjadinya perceraian, karena dari perceraian tersebut selain berakibat 

negatif terhadap kedua belah pihak juga dampak terhadap anak hasil 

perkawinannya. 
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